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ABSTRAK

PT (Persero}  Askes {Asuransi  Kesehatan} merupakan pelopor  dan
penyelenggara wiama  jaminan  kesehatan vang  mengutamakan jasa pelavangn
keschatan yang bermutu dan konsisten. Askes adalah salah samu jenis asuransi sosial
yang mana askes merupakan Degoan dant program  pemerintal vang  khusus
iperuntukkan bapi Pegawai Neperi Sipil dan Penerima pensiun beserts keluarganva,
dengan kata lain Askes morupakan susty sistom pengalolaan dana vang diperoleh dari
kontribusi secara teratur dari angpotanyva. Pelaksanan pembayarannya dilakukan oleh
Menteri Kewangan, luran tersebul dipotong sebesar 2% dari gaji pokok pesarta seHap
bulannva, Maka pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan Surat Kepitusan
Bersama Menkes dan Mendagn RI No 616 AMenkes/SK/VI004 dan No 155 A
Tahun 2004 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Rumah Sakit Umum Pusat Daerah Bagi Pescria P'T Askes Indonesia besera anggala
keluarpanya, namun dengan adanya Undang-Undang No & Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, maka PT Askes harus memperhatikan pelavanan kesehatan
dalam rangka perlindungan konsumen i bidang jasa pelavanan kesehatan,

Perumusan masalah vang skan dibahas di dslam skvipsi ini yaitu bagaimana
pelaksanaan perlindungan hukum i dalam asursnsi kesehatan pada PT (Pescro)
Askes Cabang Padang dan apakah kendala-kendala vang dihadapi oleh PT Askes di
ilam pemberan pelayanan jasa aseransi kesehatan kepada konsumen { Pegawai
Neger Sipad ),

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifal Yuridis Sosiologs yaim
denpan melihat lanpseng bhagaimana prakieknya dalam pelaksanazn. perlindungan
hukum  pada  konsumen di PT (Pesero)  Askes Cabang  Padang  dengan
menehubungkannys dengan peraturan perundan g-undangan vang beriaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT{Pescro) Askes dalam membertkan
pelayanan kesehatan kepada pesertanya harus sesuai dengan Sumt Keputusas
Bersema Menkes dan Mendagri tentang Tata Laksana Pelavanan Feschatan, selaim o
PT {Persero) Askes harus memberikan informasi yang jelas din mudah dimengerh
olch pesertanva mengenal hak dan kewajiban peserta serta memberikan penjeiasan
mengenal  prosedur  pelavaman  yanz  1elah ditetapkan, Swvpava tidak ada
kesalahfaharan antara kedua belah pihak (PT Askes dan Peserta), Apabila ada
jengaduan dari pesoria mengenai polavanan koschalsn, maka peserta  dapat
menvampakan  keluhanova dengan menghubungi Kantor PT  (Parseral Askes
satempat,
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PENDAHULUAN
A, Latar Belakang Masalah

Masalah kesehatan merupakan problema klasik vang dibadapi manusia sejak
dulu, mengingat bahwa kesehatan dan kehidupan merupakan dua faktor vang scjalan
dan tidak dapat dipisahkan. Kehidupan adalah suatu bentuk dari aktifitas yang terdiri
atas kemunitas yang saling tergantung dan saling berhubungan sedingkan kesehatan
merupakan bagian dari komunitas kelidupan terselt,

Melihat pentingmya arti kesehalan bagi setiap manusin maka diperlukan suatu
card yang tepal untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan manusia itu
sendirl. Dalam perkembangannya kebutihan terhadap kesehatan menjadi sangal vital
apalag pada zaman vang serba modern kita dituntut untuk melakukan aktifitas
tertentu vang terkadang melewati ambang batas kemamguan tubuh seseorang. Perly
dungat bahwa keschatan terselul dapat menjadi mahal harganva tatkala kita harus
mengobati penvakit yang kita derita.

Setiap orang berusaha melakukan berbagai langkah  preventl dalam
memperiahankan kesehatan. Berbapai macam vpaya dilakukan seperti menjaga
kesehatan baik dalam bentuk kegiatan berolabraga, makan secara teratur dan
pemenuhan berbapai macam vitamin untuk menjaga kestabilan tubuh. Namun
igrmyata berbagai upaya tersebut belum marmpu untuk menghindari berbagai penyakit,
Hal mi disebabkan olch berbagai faktor seperti keadaan alam, kondisi cuaca, wsia,

pola hidup dan berbagai macam faktor lain baik dard intermnal maupun cksternal,
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Mengingat berbagai hal i atas diperlukan suale program terencana guna
mengatas: masalah keschatan. Hal i juga dijelaskan dalam Undang-Undang No 23
Talun 1992 tentang Kesehatan, bahwa permerintsh bertangeung jawal terhadap
dergiat keschatan yang  setingi-tingginya  bagi seluruh rakyat Indonesia  dam
dimungkinkan kepada masyarakal untuk wajib diikutsertakan dalam wsaba keschatan
yang diselenggarakan aleh pemerintah.

Pemerintah dalam melskukan pemenuhan kewajiban terschut menunjuk suatu
badan untuk menpatur masalah perlindungan keschatan konsumen vang dikenal
dengan PT(Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES). PT (Persero) Asuwansi Keschatan
disimi memberikan solust untuk menpatasi masalah kesehatan bagi para pesertanya.
PT (Persern) Asuransi Kesehatan ini memberikan pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat pada umumnya dan pegawai negeri pada khususnya, agar dapat diketahui
apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi PTiPersero) Asuransi Kesehatan [ ASKES)
sebapal pihak penanggung dan masvarakat scbagai pihak teriangpuny.

PT Askes merupakan pelopor dan penyelengzara utama jaminan keschatan yang
mengutamakan jasa pelayanan keschatan vang bermuly dan konsisten untuk secarn
terus menerus meningkatkan kepuasan pelangpgan. Askes adalah salab satu jenis
asuransi sosidl yang mana asuransi keschatan merupakan bagian dan program
pemenntah yang khusus diperuntukkan bagi Pegawal Negeri Sipil, Penerima Pensiun,
Veteran dan Penntis Kemerdekaan beserta keluarganya, dengan kata lain Askes
merupakan suatu sistem pengelolaan dana vang diperolel dari kontribusi secara

teratur dary anggotanya.



Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga terdapat
ketentuan yang bertendensi “melindungi konsumen™ terdapat dalam Buku 111 Pasal
1563 memuat ketentuan vang berbunyt “Tiap perbuatan melangpar hukum, yang
membawa kerngian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnva
menerbitkan kerogian iy, menggant kerupmian tersebut”™.

Sehubunpan dengan hal di atas penalis berpendapat betapa pentingnya peranan
asuranst kesehatan untuk melindungi kesehatan seseorang dari penvakit yang
mennnpanya vang tidak diketabw dan tidak dikehendaki,

Berlatar belakang hal demikianlah penulis merasa tedarik untuk meneliti dan
menulisnya  dalam  bentuk  skripsi yang  berjudul  *PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN HUKUM DI DALAM ASURANSI KESEHATAN PADA PT
(Persero) ASKES CABANG PADANG™,

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan wrasan yang lelah penulis warakan di atas, maka uniuk
lebih memfokuskan penulisan skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai
berikut :

|. Bapaimanakah pelaksanaan perindungan hukum di  dalam  aswransi

keschatan pada PT (Pesero) Askes Cabanp Padang,

1. Apakah kendala yang dihadapi olch PT (Persero) Askes Cabang Padang

dalam memberikan jasa pelayanan asuransi kesehatan kepada konsumen dan

bapaimana penyelesaianmya,



. Tujuan Penelitian
Sesupi dengan pokok permasalzhan vang dikemukakan di atas, maka lujuan
penslitian ini adalah sebapa berikut -
| Untuk mengelabn bagaimanakal pelaksanaan perlindungan hukam
dalam asurans keschatan yang diberikan oleh PT ASKES (Perscro) Cabang
Padang.
2. Untuk mengerabui apa kendala vane dihadapi oleh PT ASEES (Persero)
Cabang Padang dalam membertkan pelayanan jasanya kepaila konsumen
D. Manfaat Penelitian
[ dalam melakukan penehifian di simi. penobis mengharapkan manfaat baik
secara teoritis maupun secara prakts. Adapun manfaat penubisan ine adalah
1. Secara Teoritis
Diharapkan pepuehsan ine dapat memjadi bahan acuan bagi mahasiswa
Lupnya yang ingm melakukan penelitian ferhadap dmu hukum, sedangkan
bam penulis sendin, penolisan i berpuna dan  bermanfaar  untuk
mengetahut  bapaimana  pelaksanaan  peclindungan hoakem  {erhadap
konsumen,
2, Secara Praklbs
Agar para konsumen atan masyarakat dapat mengetahui cara pelaksanaan

perhindungan hukum ferhadap konsumen ataw pelanggan.
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BAB 111
HASIL PENELITIAN

Program  Asuransi Kesehatan bam Pepawai Neperi Sipil dan Penerima
Pensiun sudah dimulan sejak saman kolomal DBelanda tahun 1934 berdasarkan
Staatregelng Nomor 1 yang difetapkan nppal 19 Desember Tahun 1934 dan saat 1
baru diberlabukan bagi Pegawai MNegert Sipil dan Penerima Pensiun vang statusnya
disamakan dengan orang Eropa, baru pada tahun 1938 progaram in didasarkan pada
Staairegeling Nomer 110 yang ditetapkan pada tangpal 19 Febroar tahun 1938
pragram ini diberlakukan bagi seluruh pegawai negerd dan penerima pensiun.

Fada tahun 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan vang secara
jelas mengatur pemelharazn keschatan bagl Pegawal Neger Sipil dan Penerima
pensiun beserta kelvarganva berdasarkan Keputusan Presiden Momor 230 Tahun
1968 tentang Pemelibaraan Kesehatan Pepawal Negeri Sipil, Penerima Pensium
beserta anggota keluarganya, Pasal 11 dari Keputusan Presiden tersebut secam jelas
memben perintah kepada Menten Keschatan untuk membentuk suatu badan guna
penyelengparaan dana pemeliharaan kesehalan dan atas dasar fersebut Menteri
Kesehatan melalul Peraturan Menteri Keselatan No | Tahun 1968 membentuk Badan
Penyelenpgara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPE),

Untuk  meningkatkan profesionalisme  penyclenggaraan program  tersebut
Eeputusan Presiden Nomor 230 Tabun 1968 dinbah oleh Peraturan Pemerintah
Momar 22 Tahun 1984 tentang Pemelsharaan Keschatan bagi Pepawai Negeri Sipil,

Fenerima pensiun beserta anpgpota keluarganya dan status badan penyelenpgara
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BAB IV

PENUTLP

A. Kesimpulan

Dari wraian pada Bab schelumnyvamaka penulis dapat menarik kesimpulan

sebagal berthut

Pelaksanzan perlindungan hukum bag Pegawa Negeri Sipil pengguna
jasa astransi kesehatan pada PT (Pesero) Askes cabang FPadang telah
terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana
pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT (Persera) Askes
kepada pesertanya adalah dengan jalan tidak mendiskriminasi peserta dan
memberikan pelayvanan keschatan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan
vang telah distur di dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Surat
Feputusan Bersama Menkes  dan Mendagn R No  6l16A
IMenkesSKR/AVI2004 dan Mo 155 A Tahun 2004 tentang Taof dan Tata
Laksana Pelayanan Keschatan vang pembayarannya dengan pemotongan g
pokok peserta sebesar 2% setiap bulannya, Seria berupaya apar jasa yang
diberikan dapat membuat peserta merasa puas dengan mutu pelavanan yang
telah ditelapkan,

- Kendala yang dihadapi oleh PT (Persero) Askes dalam memberikan
pelayanan jasanya kepada konsumen adalah para peserta banyak yvang tidak
mengerti tentang hak dan kewajibannya dan para peserta banyak vang kurang
mengerti mengena mlormasi vang mercka tenma tentang prosedur pelayanan

dan kartu peserta ada yang lilang atau rusak, selain kendala terscbut juga
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